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BAB   1 
PENDAHULUAN 
  
1.1  Latar Belakang Masalah 
Para pakar menyatakan bahwa pendidikan merupakan ujung tombak 
dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu 
pelaksanaan pendidikan baik formal maupun nonformal di segala tingkatan 
mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus dikelola secara 
profesional agar mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia  yang siap  
memasuki dunia kerja kelak sesuai dengan bidang studi dan jenis pekerjaan 
yang diinginkan seperti SDM dibidang kesehatan .   
Berbagai studi menunjukkan bahwa SDM kesehatan merupakan 
kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan 
kesehatan. SDM kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam 
keberhasilan pembangunan kesehatan. (Kemenkes, 2011). Dalam laporan 
WHO tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu dari 57 negara yang 
menghadapi krisis SDM kesehatan, baik jumlahnya yang kurang maupun 
distribusinya. Guna mengatasi krisis termaksud, pengembangan tenaga 
kesehatan perlu lebih ditingkatkan yang melibatkan semua komponen bangsa 
utamanya Pendidikan formal sekarang.  
Menghadapi era globalisasi, adanya suatu Rencana Pengembangan 
Tenaga Kesehatan yang menyeluruh dengan keterlibatan institusi pendidikan 
sangat diperlukan. Di era globalisasi berarti terbukanya negara-negara di 
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dunia bagi produk-produk baik barang maupun jasa yang datang dari negara 
manapun dan mau tidak mau harus dihadapi. Di bidang kesehatan, Indonesia 
mengupayakan dalam kepentingan perdagangan internasional jasa melalui 
WTO (World Trade Organization), ACFTA (ASEAN-China Free Trade 
Agreement), AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) dan 
perjanjian bilateral. Salah satu modal dalam pasokan perdagangan jasa 
internasional adalah migrasi SDM (Kemenkes, 2011). Dalam hubungan ini, 
melalui Sidang Umum Kesehatan Sedunia Tahun 2010, Organisasi 
Kesehatan Sedunia (WHO) telah mengadopsi Global Code of Practice on the 
International Recruitment of Health Personnel. Walaupun bersifat sukarela, 
Indonesia sebagai negara anggota WHO, perlu ikut mendukung dan 
melaksanakan prinsip-prinsip dan rekomendasi Global Code dalam migrasi 
internasional tenaga kesehatan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
(STIKES). Semua ini perlu dapat diakomodasi dalam Rencana 
Pengembangan Tenaga Kesehatan melalui pendidikan baik formal maupoun 
nonformal. Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan 
kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan/pendidikan, pendayagunaan, serta 
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.  
Sumber Daya Manusia kesehatan di Indonesia dewasa ini sangat 
banyak jenisnya. Dalam Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ini, 
tenaga kesehatan dibatasi pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter 
spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, 
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asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, 
tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis  (Kemenkes, 2011) 
Pengembangan SDM merupakan salah satu prioritas dari 8 (delapan) 
fokus prioritas pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010 – 2014. 
Penetapan pengembangan SDM kesehatan sebagai salah satu prioritas 
adalah karena Indonesia masih menghadapi masalah tenaga kesehatan, baik 
jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya (Kemenkes, 2011)  
Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi 
target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010. Sampai dengan tahun 
2008, rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000 penduduk 
adalah sebesar 7,73 dibanding target 9; dokter umum 26,3 dibanding target 
30; dokter gigi 7,7 dibanding target 11; perawat 157,75 dibanding target 158; 
dan bidan 43,75 dibanding target 75 (Kemenkes,2011). Dari pendataan 
tenaga kesehatan pada tahun 2010, ketersediaan tenaga kesehatan di rumah 
sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah), 
telah tersedia 7.336 dokter spesialis, 6.180 dokter umum, 1.660 dokter gigi, 
68.835 perawat/bidan, 2.787 S-1 Farmasi/Apoteker, 1.656 asisten apoteker, 
1.956 tenaga kesehatan masyarakat, 4.221 sanitarian, 2.703 tenaga gizi, 
1.598 tenaga keterapian fisik, dan 6.680 tenaga keteknisian medis 
(Kemenkes, 2011).  
Dengan memperhatikan standard SDM rumah sakit yang berlaku, 
maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di 
rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah 
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Daerah), sejumlah 2.098 dokter spesialis, 902 dokter umum, 443 dokter gigi, 
6.677 perawat/bidan, 84 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 979 asisten apoteker, 
149 tenaga kesehatan masyarakat, 243 sanitarian, 194 tenaga gizi, 800 
tenaga keterapian fisik, dan 2.654 tenaga keteknisian medis. Dengan 
demikian kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit akan lebih besar lagi 
bila dihitung kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik kementerian teknis 
lainnya, Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan TNI dan POLRI serta Rumah 
Sakit Swasta (Kemenkes, 2011). Sedangkan di Puskemas pada tahun 2010 
telah tersedia 14.840 dokter umum, 6.125 dokter gigi, 78.675 perawat, 7.704 
perawat gigi, 83.000 bidan, 6.351 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 8.601 asisten 
apoteker, 1.356 tenaga kesehatan masyarakat, 6.031 sanitarian, 7.547 
tenaga gizi, dan 2.609 tenaga keteknisian medis. Pada tahun yang sama, di 
Puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) telah 
tersedia tenaga kesehatan sebanyak 130 dokter umum, 42 dokter gigi, 955 
perawat, 53 perawat gigi, 496 bidan, 60 asisten apoteker, 54 tenaga 
kesehatan masyarakat, 76 sanitarian, 67 tenaga gizi, dan 54 tenaga 
keteknisian medis (Kemenkes, 2011).  
Berkembangnya Institusi Pendidikan yang berkaitan dengan 
pengadaan SDM yang berkeompeten merupakan salah satu solusi dalam 
menyediakan SDM di bidang kesehatan. Selanjutnya dengan memperhatikan 
standard MSDM Puskesmas yang berlaku, maka pada tahun 2010 masih 
terdapat kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas, sejumlah 149 dokter 
umum, 2.093 dokter gigi, 280 perawat gigi, 21.797 bidan, 5.045 asisten 
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apoteker, 13.019 tenaga kesehatan masyarakat, 472 sanitarian, 303 tenaga 
gizi, dan 5.771 tenaga keteknisian medis. Sedangkan untuk Puskesmas 
DTPK juga masih dihadapi kekurangan tenaga kesehatan sejumlah 64 dokter 
umum, 59 dokter gigi, 48 perawat gigi, 35 asisten apoteker, 249 tenaga 
kesehatan masyarakat, 25 sanitarian, 34 tenaga gizi, dan 47 tenaga 
keteknisian medis (Kemenkes, 2011). 
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah tertinggal, 
terpencil, perbatasan dan kepulauan tahun demi tahun diupayakan untuk 
ditingkatkan, namun belum dapat mencapai harapan. Pembangunan 
kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil 
meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan telah 
menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan 
status kesehatan, yaitu: penurunan angka kematian bayi (AKB) dari 46 per 
1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup 
pada tahun 2007. Angka kematian ibu (AKI) juga mengalami penurunan dari 
318 per 100.0000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 228 per 100.000 
kelahiran hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka 
kematian bayi, umur harapan hidup (UHH) meningkat dari 68,6 tahun pada 
tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Demikian pula telah terjadi 
penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 29,5% pada akhir 
tahun 1997 menjadi sebesar 18,4% pada tahun 2007 (Kemenkes, 2011) 
Namun perbaikan indikator kesehatan masyarakat tersebut masih 
belum seperti yang diharapkan. Upaya percepatan pencapaian indikator 
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kesehatan dalam lingkungan strategis baru harus terus diupayakan dengan 
menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem 
Kesehatan Nasional.  
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 
disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan jangka 
panjang yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status 
kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar 
wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan 
penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses 
terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu 
pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit 
infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan 
penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan 
obat-obat terlarang. (Kemenkes, 2011)  
Dalam kaitannya dengan tantangan tersebut di atas dan 
mengantisipasi pelaksanaan SKN sebagai pengelolaan kesehatan, isu 
satrategis yang dihadapi pembangunan kesehatan dewasa ini dan dimasa 
depan adalah: 1) Dalam perubahan epidemiologis dan demografi, tampak 
derajat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah, 2) Mutu, 
pemerataan dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal. Perhatian 
pada masyarakat miskin, rentan, dan beresiko tinggi masih kurang memadai, 
3) Penelitian dan pengembangan kesehatan belum sepenuhnya menunjang 
pembangunan kesehatan, 4) Penggalian pembiayaan masih terbatas dan 
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pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang 
tepat, 5) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum 
sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 
Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan 
pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan pada umumnya masih 
terbatas kemampuannya, 6) Ketersediaan, keamanan, manfaat, dan mutu 
sumber daya obat, serta keterjangkauan, pemerataan, dan mudahnya 
diakses masyarakat umumnya masih kurang, 7) Manajemen/administrasi, 
informasi, dan hukum kesehatan masih kurang memadai, 8) Pemberdayaan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan 
sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan, dan 9) 
Berbagai lingkungan strategis yang terkait masih kurang mendukung 
pembangunan kesehatan (Kemenkes, 2011).  
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu 
prioritas dari 8 (delapan) fokus prioritas pembangunan kesehatan dalam 
kurun waktu 2010 – 2014. Penetapan pengembangan sumber daya manusia 
kesehatan sebagai salah satu prioritas adalah karena Indonesia masih 
menghadapi masalah tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas maupun 
distribusinya.  
Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi 
target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010. Sampai  tahun 2008, 
rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah 
sebesar 7,73 dibanding target 9, dokter umum 26,3 dibanding target 30; 
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dokter gigi 7,7 dibanding target 11; perawat 157,75 dibanding target 158; dan 
bidan 43,75 dibanding target 75 (Kemenkes, 2011) 
Berdasarkan pendataan tenaga kesehatan pada tahun 2010, 
ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian 
Kesehatan dan Pemerintah Daerah), telah tersedia 7.336 dokter spesialis, 
6.180 dokter umum, 1.660 dokter gigi, 68.835 perawat/bidan, 2.787 S-1 
Farmasi/Apoteker, 1.656 asisten apoteker, 1.956 tenaga kesehatan 
masyarakat, 4.221 sanitarian, 2.703 tenaga gizi, 1.598 tenaga keterapian 
fisik, dan 6.680 tenaga keteknisian medis (Kemenkes, 2011) 
Dengan memperhatikan standard ketenagaan rumah sakit yang 
berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga 
kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan 
Pemerintah Daerah), sejumlah 2.098 dokter spesialis, 902 dokter umum, 443 
dokter gigi, 6.677 perawat/bidan, 84 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 979 asisten 
apoteker, 149 tenaga kesehatan masyarakat, 243 sanitarian, 194 tenaga gizi, 
800 tenaga keterapian fisik, dan 2.654 tenaga keteknisian medis. Dengan 
demikian kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit akan lebih besar lagi 
bila dihitung kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik kementerian teknis 
lainnya, Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan TNI dan POLRI serta Rumah 
Sakit Swasta (Kemenkes, 2011).  
Sedangkan di Puskemas pada tahun 2010 telah tersedia 14.840 
dokter umum, 6.125 dokter gigi, 78.675 perawat, 7.704 perawat gigi, 83.000 
bidan, 6.351 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 8.601 asisten apoteker, 1.356 
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tenaga kesehatan masyarakat, 6.031 sanitarian, 7.547 tenaga gizi, dan 2.609 
tenaga keteknisian medis. Pada tahun yang sama, di Puskesmas di daerah 
terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) telah tersedia tenaga kesehatan 
sebanyak 130 dokter umum, 42 dokter gigi, 955 perawat, 53 perawat gigi, 
496 bidan, 60 asisten apoteker, 54 tenaga kesehatan masyarakat, 76 
sanitarian, 67 tenaga gizi, dan 54 tenaga keteknisian medis (Kemenkes, 2011)  
Dengan memperhatikan standard ketenagaan Puskesmas yang 
berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga 
kesehatan di Puskesmas, sejumlah 149 dokter umum, 2.093 dokter gigi, 280 
perawat gigi, 21.797 bidan, 5.045 asisten apoteker, 13.019 tenaga kesehatan 
masyarakat, 472 sanitarian, 303 tenaga gizi, dan 5.771 tenaga keteknisian 
medis. Sedangkan untuk Puskesmas DTPK juga masih dihadapi kekurangan 
tenaga kesehatan sejumlah 64 dokter umum, 59 dokter gigi, 48 perawat gigi, 
35 asisten apoteker, 249 tenaga kesehatan masyarakat, 25 sanitarian, 34 
tenaga gizi, dan 47 tenaga keteknisian medis.  
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah tertinggal, 
terpencil, perbatasan dan kepulauan tahun demi tahun diupayakan untuk 
ditingkatkan, namun belum dapat mencapai harapan. Pengembangan sistem 
pendidikan MSDM kesehatan adalah untuk membentuk keahlian dan 
keterampilan MSDM kesehatan di bidang-bidang teknologi yang strategis 
serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat 
kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan 
tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional (Kemenkes, 2011).  
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Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung 
jawab Kementerian Pendidikan Nasional, namun pembinaan teknis 
pendidikan tenaga kesehatan merupakan kewenangan Kementerian 
Kesehatan. Dalam upaya pengembangan sistem pendidikan tenaga 
kesehatan, maka perlu perpaduan antara Kementerian Pendidikan Nasional 
dan Kementerian Kesehatan. Pada era otonomi daerah diterbitkan beberapa 
keputusan-keputusan antara lain, Keputusan Mendiknas No. 234 Tahun 2000 
tentang Pedoman Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menkes No. 1192 Tahun 
2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan dapat diselenggarakan 
berdasarkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat 
rekomendasi dari Menkes Republik Indonesia (Kemenkes, 2011) 
Tabel 1.1 
Distribusi Jenjang Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2004 - 2008 
Jenjang 
Pendidikan 
2004 2005 2006 2007 2008 Rata-rata Persentase 
Kenaikan (%) 
D1 1 - - - 0 0 
D3 420 545 684 822 955 12,79 
D4 12 19 29 34 50 29,43 
Profesi * 46 46 50 51 96 14,19 
S1 359 412 467 551 609 12,65 
S2 60 67 72 86 94 10,54 
S3 19 19 19 22 23 4,50 
Sp-1 172 178 185 198 204 4,16 
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Sp-2 - - - - 1 0 
Jumlah  1.089 1.286 1.506 1.764 2032  
    Sumber. Kemenkes, (2011), data diolah 
Perkembangan institusi pendidikan MSDM kesehatan cukup tinggi. 
Jenjang pendidikan yang besar pertumbuhannya adalah  strata D3 dan S1.  
Seperti ditunjukkan pada  Tabel 1.1 dapat ditunjukkan  perkembangan 
program studi di bidang kesehatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2008, yaitu untuk jenjang pendidikan program D1 mulai tahun 2004 – 2008 
tidak ada menghasilkan lulusan, Strata D3 rata – rata meningkat sebanyak 
12,79%,    Strata D4 rata – rata meningkat sebanyak 29,43%, profesi rata – 
rata meningkat sebanyak 14,19,  Strata-1 rata – rata meningkat sebanyak 
12,65 %,  Strata-2 rata – rata meningkat sebanyak 10,54 %, Strata-3 rata – 
rata meningkat sebanyak 4,50 %, SP-1 rata – rata meningkat sebanyak 4,16 
%, dan SP-2 tidak ada peningkatan. 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan 
aspek yang menentukan keefektifan  organisasi tersebut dalam 
operasionalnya. Implikasinya, organisasi perlu dan  senantiasa merekrut dan 
menyeleksi karyawan secara efektif untuk mengisi lowongan dan jabatan baik 
fungsional maupun struktural dalam suatu organisasi. Selain itu organisasi 
juga berusaha untuk mempertahankan sumberdaya yang potensial agar tidak 
berdampak pada perpindahan pegawai ke organisasi lain. Tingkat perputaran 
(turn over) pegawai yang tinggi akan berdampak negatif terhadap eksistensi 
organisasi, seperti terjadinya ketidakstabilan kerja, peningkatan biaya sumber 
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daya manusia. Hal tersebut menjadikan organisasi tidak efektif karena 
organisasi kehilangan pegawai  yang berpengalaman dan perlu melatih calon 
pegawai baru yang menyebabkan timbulnya pengeluaran untuk 
membiayainya (human capital). Keinginan mengakhiri tugas atau 
meninggalkan  suatu organisasi merupakan dampak  negatif  atau  pengaruh 
ketidak puasan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.   
Kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah upaya suatu organisasi 
agar mendapatkan pegawai yang loyal terhadap organisasi ?. Menurut Kristof 
(1997), Judge dan Ferris (1997),  berpendapat  kuncinya terletak dalam  
pelaksanaan  seleksi  dan rekrutmen calon pegawai baru. Pelaksanaan 
seleksi dan rekrutmen yang tepat dapat dikatakan  sebagai keberhasilan 
organisasi untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki   personal  
organization fit yaitu  kecocokan atau kesesuaian antara calon karyawan 
dengan atribut-atribut organisasi person organization fit didasarkan pada 
asumsi keinginan individu untuk memelihara kesesuaian mereka dengan 
nilai-nilai organisasi . 
Lebih lanjut Kristof (1997), menyatakan bahwa person organization fit 
dapat diartikan sebagai  kesesuaian nilai (value congruence), yaitu hubungan 
antara nilai individu calon pegawai dengan nilai organisasi,  kesesuaian 
tujuan (goal congruence), yaitu  kesesuaian antara tujuan individu pegawai 
dengan organisasi dalam hal ini adalah dengan pemimpin dan rekan sejawat.  
Disamping itu pemenuhan kebutuhan karyawan (employee need fulfillment) 
yaitu kesesuaian  antara kebutuhan-kebutuhan individu calon pegawai 
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dengan sistem dan struktur organisasi dan  kesesuaian karakteristik kultur-
kepribadian (culture personality congruence) adalah kesesuaian antara 
kepribadian (non nilai) dari setiap individu dan iklim atau kultur organisasi. Hal 
inilah yang perlu diperhatikan dan merupakan  landasan bagi organisasi 
untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi bagi calon pegawai baru untuk 
mengisi lowongan  dalam organisasi (Aswathappa, 2002:28). Lebih lanjut 
menurut  Aswathappa (2002:34), pelaksanaan rekrutmen merupakan aktivitas 
awal dari organisasi untuk menemukan calon pegawai yang sesuai dengan 
budaya organisasi.  
Rekrutmen (recruitment),  dilakukan karena  adanya jabatan yang 
kosong,  kemudian penetapan persyaratan jabatan dan penentuan sumber 
dan metode recruitment dari dalam atau luar instansi. Menurut Marwansyah 
(2010:18), melalui recruitment kemungkinan untuk menemukan  sekumpulan 
calon pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan organisasi 
dan  recruitment merupakan bentuk kompetisi bisnis dan pada saat ini bisnis 
amat kompetitif. Sebagai korporasi berkompetisi mengembangkan, 
menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa, mereka juga bersaing 
untuk mengidentifikasi, menarik dan mempekerjakan orang yang paling 
qualified atau berkompeten. Contoh lain di bidang organisasi yang bergerak 
dibidang pendidikan. Suatu lembaga pendidikan yang diminati banyak calon 
mahasiswa karena terbukti lembaga tersebut memiliki para dosen tetap yang 
berkompeten atau yang memiliki perilaku kerja (melaksanakan proses 
pembelajaran  sesuai dengan nilai – nilai yang dianut oleh perguruan tinggi 
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tersebut dan penyelenggara yang professional). Artinya lembaga pendidikan 
yang bersangkutan telah berhasil melakukan rekrutmen calon dosen tetap 
yang akan diajak bergabung pada lembaga tersebut.  
Rekrutmen merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi, 
oleh karenanya rekrutmen  menuntut perhatian serius dari manajemen 
karena strategi organisasi  apapun akan gagal tanpa talenta yang 
melaksanakannya. Memilih orang yang tepat untuk sebuah pekerjaan dapat 
mendapatkan perbedaan positif yang sangat besar dalam produktivitas dan 
kepuasan pelanggan seperti mahasiswa dalam suatu lembaga pendidikan 
tinggi. Memilih calon dosen yang tidak searah dengan budaya lembaga 
misalnya   dapat mengakibatkan operasi yang lamban dan hilangnya calon 
mahasiswa. Itulah sebabnya recruitment  bagi calon dosen perlu dikelola 
secara cermat. 
Rekrutmen yang efektif hanya dapat dilakukan bila tersedianya 
informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai jumlah dan 
kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan 
dalam organisasi. Aktivitas rekrutmen akan menyisihkan pelamar yang 
kurang tepat dan memfokuskan upayanya pada calon pegawai yang  akan 
dipanggil kembali. Aktivitas rekrutmen dapat membangun opini publik yang 
menguntungkan dengan cara mempengaruhi sikap para pelamar sedemikian 
rupa terlepas mereka diangkat atau tidak lebih lanjut. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen 
adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia  yang 
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berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu 
organisasi. Rekrutmen  merupakan masalah yang penting bagi instansi dalam 
hal pengadaan tenaga kerja. Jika rekrutmen berhasil dengan kata lain banyak 
pelamar yang memasukkan lamarannya, maka peluang instansi untuk 
mendapatkan pegawai yang terbaik akan menjadi  semakin terbuka lebar, 
karena instansi akan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari para pelamar 
yang berminat. 
Proses rekrutmen dimulai dengan upaya menemukan calon pegawai 
yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan oleh instansi dan 
mencocokkannya dengan tugas-tugas yang akan dijalankan. Misalnya untuk 
mendapatkan calon dosen tetap yang mempunyai kompetensi dalam 
melaksanakan tri darma perguruan tinggi memerlukan jumlah pelamar yang 
relative dalam jumlah besar. Dan kemungkinan besar akan berpeluang untuk 
mendapatkan jumlah pelamar yang memenuhi kriteria  organisasi. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi tanggapan calon pegawai atau pelamar terhadap 
langkah rekrutmen yang dilakukan adalah sikap mereka terhadap tugas-tugas 
dan instansi, yang didasarkan atas pengalaman sosial dan pengalaman kerja 
yang dimiliki.  Menurut Marwansyah, (2010:79), selain itu  persepsi mereka 
atau tugas-tugas juga akan dipengaruhi oleh iklim kerja  organisasi. 
Dalam instansi yang besar fungsi sumber daya manusia diserahkan 
tanggung jawabnya pada departemen sumber daya manusia. Dalam instansi 
yang lebih kecil manajer sumber daya manusia menangani tugas-tugas 
departemen sumber daya manusia. Departemen sumber daya manusia 
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sering kali dijadikan sebagai alasan pokok dalam keberadaan departemen itu 
karena proses selection memiliki sifat sentral pada fungsi sumber daya 
manusia. Selection yang tidak tepat menyebabkan departemen gagal 
mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan instansi. Oleh sebab itu, tidak 
berlebihan bila dikatakan bahwa selection sifatnya sentral pada keberhasilan 
departemen sumber daya manusia dan instansi. Suatu instansi tidak mungkin 
akan maju dan berkembang tanpa memiliki sumber daya manusia baru yang 
bekerja di dalamnya sesuai  dengan nilai – nilai organisasi. 
Pelaksanaan Selection mempunyai peranan penting untuk 
mendapatkan pegawai yang paling  tepat untuk memangku sesuatu jabatan 
tertentu seperti pelaksana administrasi dan dosen tetap  serta karyawan pada  
di STIE Surabaya. Dalam mengarah pada selection, setiap instansi yang 
bersangkutan senantiasa akan berusaha dengan biaya yang serendah 
mungkin dengan menggunakan cara selection yang paling efisien tetapi 
efektif.  
Disamping keberhasilan organisasi dalam melaksanakan rekrutmen 
dan seleksi organisasi bukan hanya  mendapatkan calon pegawai yang 
dibutuhkan tetapi juga dianggap berhasil dalam mendapatkan pegawai yang 
memiliki kesesuaian nilai  individu dengan nilai – nilai organisasi. Artinya 
pegawai yang diperoleh juga memperoleh kepuasan dalam melaksanakan 
pekerjannya.  
Menurut Yukl dalam Meyer (1993),  bahwa kepemimpinan dinyatakan 
sebagai ”proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju 
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dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara 
efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk 
mencapai tujuan bersama”. Menurut Yukl dalam Meyer  (1993), bahwa 
penelitian tentang definisi kepemimpinan telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti dan dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa 
kepemimpinan merupakan   kewajiban dan tanggung jawab posisi seorang 
pimpinan dalam suatu organisasi. 
Dukungan yang diberikan oleh organisasi, dalam hal ini merupakan 
dukungan dari atasan, dapat mempengaruhi tugas-tugas yang dilakukan oleh 
pegawai, dan diharapkan bahwa organisasi tersebut memberikan umpan 
balik terhadap apa yang telah dikerjakan. Apabila terdapat kesalahan atau 
kekurangan, maka segera dilakukan koreksi. Selain itu, dengan adanya 
dukungan organisasi, diharapkan bahwa pegawai dapat meningkatkan 
prestasinya sehingga timbul kepuasan kerja yang dapat menjadikan mereka 
bekerja lebih efektif dan efisien. 
Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) , bahwa  di dalam  
organizational support theory, terdapat proses psikologi sebagai konsekuensi 
dari perceived organizational support . Proses ini harus memberikan hasil 
yang baik terhadap pegawai yang dibuktikan  dengan adanya peningkatkan 
kepuasan kerja  (kepuasan kerja)  dan dalam organisasi tampak  adanya 
peningkatan affective commitment dan kinerja, serta mengurangi turnover 
pegawai dalam organisasi.  
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Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
pegawai  adalah keadilan suatu organisasi (fairness in reward allocation) 
dalam memberikan penghargaan bagi setiap pegawai yang ada dalam  
lingkungan organisasi tersebut.  Menurut  Meyer et al.,(1993). Bahwa fairness 
in reward allocation adalah konsep keadilan dalam organisasi, yaitu persepsi 
dari setiap pegawai bahwa mereka telah mendapatkan penghargaan secara 
adil atas  beban  tanggung jawab, kewajiban, kinerja, yang telah 
disumbangkan kepada  organisasi.  Kondisi ini penting karena individu 
bekerja atas keadilan  organisasi yang memberikan kesempatan untuk 
mendapatkan reward. Lebih lanjut menurut  Meyer et al., (1993), bahwa 
perceived opportunity for reward juga penting sebagai pertimbangan dalam 
perceived organizational support, yang diungkapkan dalam penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap dukungan dari 
organisasi dan perolehan reward, masing masing memiliki kontribusi unik 
terhadap perilaku bekerja pegawai. 
Imbalan dapat berupa non finansial seperti pujian yang didapatkan 
karena pegawai telah berhasil  penyelesaian suatu pekerjaan atau berhasil 
memenuhi beberapa tujuan kinerja. Imbalan yang berupa finansial dapat 
berupa kompensasi langsung yaitu berupa gaji pokok, sedangkan 
kompensasi tidak langsung biasanya terdiri dari tunjangan yang merupakan 
hak setiap pegawai. Upah dan gaji,  atau Wages biasanya berkaitan dengan 
tarif gaji per jam dengan prinsip bahwa  semakin lama jam kerja seorang 
pegawai, semakin besar bayarannya. Dalam pasal 1 ayat 30 UU tentang 
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Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau  buruh 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
perjanjian kerja atau kesepakatan atas suatu pekerjaan yang dilakukannya. 
Gaji  atau Salary umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, 
atau tahunan terlepas dari lamanya jam kerja per satuan waktu. 
Insentif atau incentive,  adalah tambahan kompensasi di atas atau 
diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Pemberian insentif 
disesuaikan dengan pembayaran tambahan atas produktivitas, penjualan 
keuntungan, atau upaya pemangkasan biaya. Pada  prinsipnya tujuan utama 
program insentif adalah untuk mendorong dan mengimbangi produktivitas 
pegawai dan efektivitas biaya. Imbalan atas prestasi pegawai tersebut dapat 
diwujudkan dalam bentuk asuransi kesehatan jiwa,  liburan yang ditanggung 
perusahaan,  program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 
hubungan kepegawaian. Fasilitas berupa : mobil perusahaan,  keanggotaan 
club, tempat parkir khusus, atau kemudahan akses bagi pegawai 
Menurut  Luthans (1998:129),  perubahan organisasi yang terjadi 
saat ini, menyebabkan adanya perubahan dalam metode pembayaran upah 
atau insentif. Dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), 
manajemen reward tidak dibatasi pada pemberian reward intensif, misalnya, 
upah atau gaji, bonus, komisi dan pembagian laba yang berhubungan 
dengan motivasi, tetapi juga berkaitan  dengan reward non finansial yang 
memuaskan kebutuhan psikologis karyawan akan tantangan pekerjaan, 
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prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan untuk memperoleh 
pengembangan keterampilan dan karir serta pelaksanaan pengaruh yang 
lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. 
Pemberian dan kesempatan dalam perolehan reward dapat  
mendorong pegawai untuk meningkatkan  motivasi dalam melakukan 
pekerjaan sehingga timbul kepuasan kerja bagi setiap pegawai dalam 
organisasi. Reward yang sesuai, diharapkan menjadi kepuasan tersendiri 
bagi setiap pegawai sebagai ujud dari menghargai segala tingkah laku 
mereka berkenaan dengan  pelaksanaan pekerjaannya. 
Kepuasan dan atau ketidak puasan kerja (kepuasan kerja or not 
satisfy), dapat diamati  dari terjadinya gejala  penurunan produktifitas, 
pemogokan, ketidakhadiran, dan pergantian karyawan (turn over). Gejala lain 
yang mungkin ditimbulkan seorang karyawan adalah rendahnya prestasi 
kerja, kurang disiplin,  rendahnya hasil yang diperoleh dari kinerja. Menurut 
hasil penelitian Hawthorne  dalam Turner et al., (2004),  kepuasan kerja di 
artikan sebagai kesenangan atau emosi positif yang membagi penilaian dari 
prestasi pegawai terhadap pekerjaannya atau pengalaman kerja.  Locke 
dalam Turner et al.,(2004), menyatakan kepuasan kerja adalah semua 
karakteristik dari pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja seperti yang 
dialami oleh pekerja pemasar produk manufactur  merasakan kepuasan yang 
digambarkan oleh  variable rewarding, fulfilling, and satisfying, atau frustrating 
and unsatisfying. Suatu sikap individu tentang pekerjaannya mempunyai arti 
implikasi tentang bagaimana pegawai yang bersangkutan  melakukan  
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aktivitas dalam melakukan pekerjaannya. Jika seorang pegawai  memiliki 
tingkat OCB yang tinggi maka akan meningkatkan kepuasan kerjanya, 
sebaliknya jika OCB rendah maka kepuasan kerja pegawai juga akan 
menurun.  
Menurut Muchinsky (1997:235), variabel-variabel yang dapat 
dijadikan indikasi menurunnya kepuasan kerja adalah absenteeism, turnover, 
and job performance. Selanjutnya menurut As’ad (1995:78), yang  
menjelaskan bahwa variabel yang dapat dijadikan indikasi menurunnya 
kepuasan kerja adalah tingginya tingkat absensi (absenteeism), tingginya 
keluar masuknya karyawan (turnover), menurunnya produktivitas kerja atau 
prestasi kerja karyawan. Apabila terjadi indikasi menurunnya kepuasan kerja 
karyawan tersebut muncul kepermukaan, maka hendaknya segera ditangani 
supaya tidak berdampak buruk terhadap kinerja organisasi. Lebih jelas 
menurut  Handoko (2003:66) dan As’ad (1995:78), Nimran (1998:39),  bahwa 
dampak terjadinya ketidak puasan kerja perlu dipantau dengan 
mengaitkannya pada output yang dihasilkan terjadinya gejala, produktivitas 
kerja menurun, turn over meningkat, dan efektivitas lainnya seperti 
menurunnya kesehatan fisik mental, berkurangnya kemampuan mempelajari 
pekerjaan baru, dan tingginya tingkat kecelakaan. Selanjutnya menurut 
Luthans (1998:201),  untuk mengetahui indikator apa saja yang 
mempengaruhi kepuasan kerja seorang pegawai, paling tidak  terdiri dari atas 
lima indikator, yaitu: (1) Pembayaran, seperti gaji dan upah. Karyawan 
menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang dipersepsikan 
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sebagai adil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapannya. Bila 
upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat 
keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas kemungkinan 
besar akan dihasilkan kepuasan; (2) Pekerjaan itu sendiri. Karyawan 
cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesempatan 
untuk mengunakan kemampuan dan ketrampilannya, kebebasan, dan umpan 
balik mengenai betapa baik mereka bekerja. Karakteristik ini membuat kerja 
lebih menantang.  
Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi 
yang terlalu banyak menantang juga dapat menciptakan frustasi dan 
perasaan gagal; (3) Rekan kerja. Bagi kebanyakan karyawan kerja juga 
mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidakla kepuasan 
kerja yang meningkat; (4) Promosi pekerjaan. Menurut Werther dan Davis 
(1986) dalam Wibowo (2006:48), bahwa promosi terjadi pada saat seorang 
karyawan berpindah dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih tinggi, 
dengan tanggung jawab dan jenjang organisasionalnya. Pada saat 
dipromosikan karyawan umumnya menghadapi peningkatan tuntutan dan 
keahlian, kemampuan dan tanggung jawab. Sebagian besar karyawan 
merasa positif karena dipromosikan. Promosi memungkinkan perusahaan 
untuk mendayagunakan kemampuan dan keahlian karyawan setinggi 
mungkin; (5) Kepenyeliaan (supervisi). Supervisi mempunyai peran yang 
penting dalam manajemen. Supervisi berhubungan dengan karyawan secara 
langsung dan mempengaruhi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 
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Umumnya karyawan lebih suka mempunyai supervisi yang adil, terbuka dan 
mau bekerja sama dengan bawahan.  
Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa Personal 
Organizational Fit  (P-O Fit),  berhubungan dengan reaksi terhadap pekerjaan 
(Kristof, 1996; Netemeyer et al.,(1997). Ketika nilai-nilai individu dan 
organisasi sama, maka hal ini akan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 
serta akan mengurangi stress kerja karyawan (MuChinsky, 1997; Silverthone, 
2004). 
Bowen et al., (1991) berargumentasi bahwa memilih orang-orang 
yang kepribadian sama dengan nilai organisasi akan menciptakan suatu 
sikap pekerja yang fleksibel. Di dalam tinjauan ulang Person-Organization Fit 
(P-O Fit), Kristof (1996) membuktikan secara empiris bahwa P-O Fit adalah 
prediktor kuat kepuasan kerja. O’ Reilly et.al (1991) menguji kesesuaian 
(congruency) individu dan organisasi dengan kinerja, mereka menemukan 
bahwa P-O fit berhubungan positif dan kuat terhadap kepuasan kerja. Hal 
yang sama juga dikemukakan oleh (Barrett, 1995; Tziner, 1987 dalam 
Sekiguchi, 2004).   
Namun penelitian yang dilakukan oleh Aurthy & Daugherty (2003) 
yang menguji hubungan Person-Organization Fit (P-O Fit) dengan kepuasan 
kerja pada karyawan warehouse (gudang) di Inggris dan Spanyol dengan 
menggunakan LISREL 8.3 menemukan hasil yang tidak signifikan antara 
keduanya terutama untuk dimensi kesesuaian (fit) dengan rekan kerja, hal ini 
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terjadi karena interaksi antara karyawan satu dengan lainnya sangat sedikit 
pada pekerjaan ini. 
Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Tepeci (2001), 
mengidentifikasikan terjadinya kekurangan bukti empiris yang mendukung 
hubungan antara nilai individu dengan kinerja karyawan melalui Person-
Organization Fit (P-O fit) sebagai variabel menengah. Penelitian Tepeci 
(2001) ini mencoba mencari celah penelitian dengan menggunakan model 
individual characteristic dan organizational values pada industri restoran. 
Walaupun komitmen organisasional dan kepuasan kerja tidak dimasukkan 
sebagai variabel yang berpengaruh pada Person-Organization Fit seperti 
yang telah disarankan oleh (O’Reilly, 1991; Sheridan, 1992). 
Kontroversi hubungan antara Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) dengan Kepuasan kerja, Agustriyanto dan Santoso (2009), dalam 
penelitiannya yang berjudul Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan 
Pengaruhnya Terhadap Keinginan Keluar pegawai  dan Kepuasan Kerja para 
pegawai melaporkan hasil penelitiannya bahwa  tingginya OCB 
menyebabkan tingginya keinginan keluar dan meningkatkan kepuasan kerja. 
Begitu``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````` pentingnya OCB dikelola dengan baik untuk 
mencegah keinginan keluar dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan 
pada organisasi kepolisian di wilayah “X” di Jawa Barat karena bila turnover 
tinggi, organisasi perlu mengeluarkan biaya-biaya pelatihan dan perekrutan 
karyawan baru serta tidak produktifnya organisasi sedangkan dampak dari 
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semakin tingginya kepuasan kerja maka produktivitas organisasi akan 
meningkat. Dalam penelitian ini responden adalah anggota kepolisian yang 
tidak memiliki ancaman dalam melaksanakan terhadap keinginan keluar 
sehingga efek dari OCB tidak memiliki dampak yang begitu berpengaruh bagi 
anggota kepolisian tersebut. Jumlah responden dalam relatif sedikit (N=102), 
sehingga kurang mewakili populasi Organizational Citizenship. yang ada dan 
setting penelitian hanya pada satu resort di daerah Jawa Barat, ini 
merupakan kelemahan utama penelitian ini.  Penelitian ini hanya menguji 
literatur saja, dengan menggunakan  tiga variable yang terdiri dari 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai variable bebas, 
Keinginan Keluar dan Kepuasan Kerja Karyawan sebagai variable terikat. 
Berdasarkan research gap di atas, penelitian ini mencoba 
mengkonfirmasi dan menguji ulang penelitian O’ Reilly et al., (1991) dan 
penelitian Aurty dan Daugherty (2003),  Agustriyanto dan Elizabeth Cintya 
Santoso (2009) dengan mencoba memasukkan variabel Leadership Support, 
Fairnes in reward allocation, dan pengaruhnya terhadap Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) dengan intervening Kepuasan kerja, mengambil 
objek penelitian pada  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) di Surabaya.  
Dipilihnya pegawai yaitu dosen tetap yang mengajar di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surabaya sebagai objek penelitian dengan 
pertimbangan bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 
pelaksanaan proses belajar mengajar  dalam STIKES ditentukan oleh 
kompetensi para dosen tetap. Dalam melaksanakan tugasnya para  dosen  
 
 
  
26 
tetap dipengaruhi oleh kesesuaian antara  nilai – nilai individu dosen yang 
bersangkutan dengan nilai – nilai organisasi yang dalam hal ini STIKES,, 
dukungan dari pimpinan yang bermuara pada   perilaku kerja dosen yang  
mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif (OCB).  
Dalam perjalanannya STIKES yang ada di Surabaya melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai yang digariskan oleh Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan Nasional  yaitu untuk menghasilkan SDM yang 
memiliki kompetensi  sesuai dengan bidang atau program studi yang 
diambilnya selama mengikuti  pendidikan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
peran dosen tetap (tenaga educative), sebagai SDM yang melaksanakan 
proses pembelajaran memegang peran penting dan sangat signifikan.  Untuk 
mempertahankan eksistensi STIKES dalam mencetak SDM yang berkualitas 
perlu ditunjang oleh para dosen tetap yang kompeten dan memiliki dedikasi 
yang tinggi dengan mempertimbangkan terjadinya kepuasan dan perilaku 
kerja dosen tetap  yang  mendukung berfungsinya organisasi  yaitu STIKES 
tersebut secara efektif.  
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan Gap – research  yang dikemukakan 
di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah Person Organization Fit  berpengaruh  terhadap Kepuasan Kerja? 
2. Apakah Leadership Support berpengaruh   terhadap Kepuasan Kerja ? 
3. Apakah  Fairness in Reward Allocation  berpengaruh terhadap Kepuasan 
Kerja ? 
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4. Apakah  Kepuasan Kerja  berpengaruh terhadap Organizational 
Citizenship Behaviors ? 
5. Apakah Person Orginization Fit  berpengaruh terhadap Organizational 
Citizenship Behaviors?  
6. Apakah Leadership Support berpengaruh terhadap Organizational 
Citizenship Behaviors?. 
7. Apakah Fairness in Reward Allocation berpengaruh terhadap 
Organizational Citizenship Behaviors?. 
8. Apakah Kepuasan kerja memediasi Pengaruh Person Organization Fit, 
Leadership Support, Fairnes in Reward Allocation terhadap OCB?. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah yang diutarakan 
di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui pengaruh Person Organization Fit   terhadap Kepuasan 
Kerja. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Leadership Support  terhadap Kepuasan 
Kerja . 
3. Untuk mengetahui  pengaruh Fairness in Reward Allocation  terhadap 
Kepuasan Kerja . 
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational 
Citizenship Behaviors. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Person Organization Fit  terhadap 
Organizational Citizenship Behaviors. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh Leadership Support  terhadap Organizational 
Citizenship Behaviors 
7. Untuk mengetahui pengaruh Fairness in Reward Allocations  terhadap 
Organizational Citizenship Behaviors. 
8. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh person 
Organization Fit, Leadership Support dan Fairnes in Reward Allocation 
Terhadap Organizational Citizenship Beahavior.  
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,  
tentang Pengaruh Person Organization Fit, Leadership Support, 
Fairness in Reward Allocation, dan Kepuasan Kerja, terhadap 
Organizational Citizenship Behavior. 
b. Menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam bidang 
yang sama tentang Pengaruh Person Organization Fit, Leadership 
Support, Fairness in Reward Allocation, dan Kepuasan Kerja, terhadap 
Organizational Citizenship Behavior.     
2.  Manfaat Praktis 
Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi yang 
digunakan oleh pihak manajemen sebagai pertimbangan atau sumber 
informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi dan menganalisis hal-hal 
yang berhubungan dengan penelitian, dalam rangka mengambil suatu 
keputusan. 
